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i TANG

JASAAN PEMEGANG KEKUASAAN
KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN
AN DESA

ESA IGIRMRANAK,

melaksanakan kekuasaan pengelolaan
, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan
sebagian
kepada perangkat Desa selaku Pelaksana

hangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum

pada huruf a,
Desa tentang
Kekuasaan Per
Pengelolaan Kej
Undang-Undan
Daerah-daerah

maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang
lgelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana
hangan Desa;

g Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Lembajran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 42);

Undang-Undan
Peraturan Peru
Indonesia Tah;
Negara Republi
Undang-Undan
Negara (Lemba

Nomor 47, Tan]

b Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
hdang-undangan (Lembaran Negara Republik
in 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
k Indonesia Nomor 5234);

g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia




Nomor 4286);
Undang-Undanj
(Lembaran Neg3
Tambahan Len
5495);
Undang-Undanj
Pemerintahan [
Tahun 2014

D

y Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
ira Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
hbaran Negara Republik Indonesia Nomor

D
=]

23 Tahun

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2014 tentang

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali
Tahun 2015 ter]
Nomor 23 Taj
(Lembaran Negd
Tambahan Ler]
5679);
Peraturan Pen]
Pengelolaan Ke
Indonesia Tahy
Negara Repubilil
Peraturan Pen]
Peraturan Pelal

tentang Desa (]

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
itang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
ira Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

nbaran Negara Republik Indonesia Nomor

jerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
uangan Daerah (Lembaran Negara Republik
in 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
x Indonesia Nomor 4578]);

lerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

.embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nom
Peraturan Penj
Perubahan Atag
tentang Peratu

Tahun 2014 1

pr 5539) sebagaimana telah diubah dengan
jerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

lentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahyin 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republil
Peraturan Pems
Desa Yang Bers

Negara (Lembalj

k Indonesia Nomor 5717);
erintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
umber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

fan Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558)
terakhir dengar
tentang Peruba)

sebagaimana telah diubah beberapa kali
1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

han Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
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11.
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13.
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60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indomesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menferi Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indongsia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedomdn Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahup 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menjteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelglaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahuh 2018 Nomor 611};

Peraturan Kepala Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Hemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata {Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
sebagaimana tejah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

entang Perubahan Atas Peraturan Kepala

Nomor 13 Tahuh 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1506);

Peraturan Daerph Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pencglonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desp (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 [Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

Tata Cara Pen|
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

Peraturan Bupt’ti Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang

usunan Peraturan di Desa (Berita Daerah

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lpkal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73};
Peraturan Bupgati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang




Menetapkan
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LY.

18.

19.
‘tentang Pene

20.
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22.

23.

Menetapkan Pemeg

. Peraturan Ds

Pedoman Perer]
Kabupaten Wor
Peraturan Bup4d
Pedoman Peng
Kabupaten Wor

Peraturan Bu
tentang Pedon
Tahun 2021;

Peraturan Bu

Aanggaran 20
Peraturan Bu
tentang Pene]
Tunjangan K
Tunjangan Baj

tentang Rencd

canaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
osobo Tahun 2015 Nomor 74);
1ti Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang

relolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

osobo Tahun 2018 Nomor 48);

pati Wonosobo Nomor: 70 Tahun 2020
han Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa

pati Wonosobo Nomor: 71 Tahun 2020
fapan Dana Transfer Ke Desa Tahun
21

pati Wonosobo Nomor: 72 Tahun 2020
fapan Besaran Penghasilan Tetap dan
[epala Desa ,Perangkat Desa Serta
dan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
sa Igirmranak Nomor 2 Tahun 2019

na Pembangunan Jangka Menegah Desa

Igirmranak Tahun 2019 - 2024;

Peraturan D¢
tentang Renc
Tahun 2021;

Peraturan Des3

Anggaran Pen
2021 (Lembar

sa Igirmranak Nomor 2 Tahun 2020
pna Kerja Pemerintah Desa Igirmranak

| Igirmranak Nomor 4 Tahun 2020 tentang
patan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
Desa Tahun 2020 Nomor 08)

MEMUTUSKAN :

fang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Desa demigan susunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusd
Kewenangan Pemeg

sebagaimana dimak

a.
b.

menetapkan ke
menetapkan k
Desa;

melakukan ting
beban APB Dest

n ini.

ang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
sud Diktum KESATU sebagai berikut :
pijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

ebijakan tentang pengelolaan barang milik

lakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

L)

menetapkan PPKD;

menyetujui DPA

menyetujui RAK

menyetujui SPH.

\, DPPA, dan DPAL;

[ Desa; dan




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pemegang Kekuasagn Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian
kekuasaan kepadq Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

sebagaimana dimalkisud pada DIKTUM KESATU.

Kekuasaan yang |dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para
Pelaksana Pengeloldan Keuangan Desa.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
APB Desa;

b. mengoordinasikgn penyusunan rancangan APB Desa dan
rancangan perubahan APB Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa
tentang APB | Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala
Desa tentang Perjjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran
APB Desa;

e. mengoordinasikgn tugas perangkat Desa lain yang
s PPKD; dan

menjalankan tu

f. mengoordinasikgn penyusunan laporan keuangan Desa dalam
rangka pertangghngjawaban pelaksanaan APB Desa.

melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

7o

h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

Kaur dan Kasi sehagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

mengendalikan|kegiatan sesuai bidang tugasnya,;

a0 o

menyusun DPA], DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

o

menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam




KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

bidang tugasnya; dan

f. menyusun lap¢ran pelaksanaan kegiatan sesuai bidang

tugasnya untuk| pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Kaur keuangan

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KESATU mempunyai tugas:

a. menyusun RAK

Desa; dan

b. melakukan pe¢natausahaan yang meliputi menerima

menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan

mempertanggurngjawabkan penerimaan pendapatan Desa

dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Segala biaya yang
dibebankan pada A

timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
PBDesa Tahun Anggaran 2021

Keputusan ini muldi berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igirmranak

pada tanggal 4 Januari 2021
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DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKU

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

Nomor : 143/1/2021

Tanggal

ASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO. NAMA JABATAN JABATAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
1 Joko Kepala Desa Pemegang Kekuasaan
Trisadono
2 | Munadzom | Sekretaris Koordinator
Desa
3 | Nurhayati | Kaur Bendahara
Keuangan
B Slamet Kaur Umum Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
Riyanto |dan 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Perencanaan
S Abdul Kaur Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
Muntolip | Pemerintahan | | 1. Bidang Pemerintahan
6 Alif Nur | Kasi Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
Aziz Kesejahteraan| | 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

dan Pelayanan

Desa

2. Bidang Pember Pemberdayaan
Masyarakat Desa

3. Bidang Penanggulan Bencana dan

Keadaan Darurat

_Kepala Desa Igirmranak

: 4 Januari 2020



